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Abstrak 

Penerapan prinsip good governance untuk menciptakan koperasi yang maju dan berkembang yang 
mengedepankan asas tansparansi, akuntabilitas, responsibiliti, independensi dan kewajaran pada perkembangan 
koperasi di Kabupaten Lombok Timur pada kenyataannya belum sepenuhnya bisa diterapkan. tujuan dari 
penelitian ini yaitu untuk memahami faktor-faktor yang menjadi kendala tata kelola koperasi di Kabupaten 
Lombok Timur. Untuk memahami bagaimana membangun tata kelola koperasi di Kabupaten Lombok Timur. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui proses membangun tata kelola koperasi di 
Kabupaten Lombok Timur. Hasil dari penelitian bahwa terjadinya penyimpangan kewewenangan yang 
dilakukan oleh beberapa pengurus dan pengawas bahkan anggota yang tidak mau menyetor dan pada intinya 
pengaturan managemen agar tidak terjadi penyelewengan yang tidak sesuai dengan teori stewardship 
sebagaimana untuk menjaga sebuah kepercayaan dari pemerintah dan anggota kepada managemen untuk 
mengelola dana koperasi yang sesuai dengan amanah yang diberikan juga mempunyai tanggung jawab penuh 
terhadap pengelolaan dana yang telah dikumpulkan. Sedangkan faktor kendala dari tata kelola koperasi yakni di 
kepengurusan yang ada dikoperasi itu sendiri, karena kepengurusan atau managemen salah satu faktor utama 
yang menjadi suatu kendala tata kelola koperasi untuk sebuah perkembangannya. Anggota, pengurus dan 
pengawas, kejujuran dan pemahaman adalah kunci dari sebuah organisasi koperasi untuk bisa menjadi koperasi 
yang berkembang dengan baik. 
Kata kunci: koperasi, tata kelola 

Abstract 
The application of the principles of good governance to create advanced and developing cooperatives that 
prioritizes the principles of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness in the 
development of cooperatives in East Lombok Regency, in fact, has not been fully implemented. The purpose of 
this study is to understand the factors that constrain cooperative governance in East Lombok Regency. To 
understand how to build cooperative governance in East Lombok Regency. This study uses a qualitative 
approach to determine the process of building cooperative governance in East Lombok Regency. The results of 
the research show that there are deviations in authority committed by some administrators and supervisors and 
even members who do not want to deposit and in essence management arrangements so that there are no 
deviations that are not in accordance with the stewardship theory as to maintain a trust from the government and 
members to management to manage cooperative funds in accordance with the mandate given, they also have 
full responsibility for the management of the funds that have been collected. While the constraint factor of 
cooperative governance is in the management of the cooperative itself, because stewardship or management is 
one of the main factors that becomes an obstacle to cooperative governance for its development. Members, 
administrators and supervisors, honesty and understanding are the keys of a cooperative organization to become 
a well-developed cooperative. 
 
Keywords: cooperative, governance 
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PENDAHULUAN 
 

Penerapan sistem Good Corporate Governance (GCG) yang diterapkan pada koperasi penting 
dilakukan agar dalam pengelolaan koperasi dapat merubah sistem organisasi, dengan tujuan yaitu 
menciptakan kinerja, pengendalian internal yang baik dan mengurangi kelemahan tata kelola koperasi 
yang profesional dan akuntabel serta memiliki hubungan yang baik bagi stakeholder serta shareholder. 
Sinyal atau informasi yang diharapkan oleh para anggota dapat membantu untuk perkembangan 
koperasi yang masih menghadapai hambatan struktural dalam penguasaan faktor produksi khususnya 
permodalan.  

Permasalah penelitian yang diangkat dari hasil Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 
Kabupaten Lombok Timur melakukan evaluasi terhadap keberadaan koperasi, yang dinilai tidak aktif, 
dan membandel. Data lain yang ditemukan yaitu dari 508 unit koperasi, yang aktif hanya 262 unit, 
dan  32 unit diantaranya sudah dibubarkan dan sisanya masih proses pengusulan (Sair, 2017). 

Erstiawan dan Soebijono (2018) menyatakan sistem informasi memperoleh rata-rata 2.52 
terlaksana, partisipasi anggota 4.20, cukup baik, prinsip transparansi memperoleh rata-rata 4,02 dapat 
diterlaksana dengan baik dan cukup terwujud. Prinsip Independensi dengan indeks 3,83 cukup 
terwujud dengan pengelolaannya. Prinsip akuntabilitas dengan indeks 3,71 dapat terlaksana dengan 
baik, Prinsip kewajaran serta kesetaraan 3,94 terlaksana dengan baik. Menurut Budiyono dan 
Susilowati (2017) menyatakan Tata Kelola Koperasi adalah kerangka kerja (framework) dalam bentuk 
peran (role), aturan (rule) dan pola keterhubungan (relationship) dari organ-organ Koperasi beserta 
dengan turunannya dalam mengarahkan dan mengendalikan usaha, untuk mewujudkan maksud dan 
tujuan Koperasi. Sedangkan menurut (Nainggolan, Parulian and Siregar, 2016) menganalisa dengan 
model pengukuran 2nd CFA, kemudian diinterpretasikan dengan Importance Performance Analysis.  
Tujuan penelitian 

1. Untuk memahami faktor-faktor yang menjadi kendala tata kelola koperasi di Kabupaten 
Lombok Timur.  

2. Untuk memahami bagaimana membangun tata kelola koperasi di Kabupaten Lombok Timur. 
 

TINJAUAN LITERATUR 
Teori Stewardships 

Stewardship theory dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yang bahwa 
manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki 
integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. (Chinn, 2000) 
Teori Asimetri Informasi 
 Bidang ekonomi, asimetri informasi terjadi jika salah satu pihak dari suatu transaksi 
memiliki informasi lebih banyak atau lebih baik dibandingkan pihak lainnya (Sering juga disebut 
dengan istilah informasi asimetrik/informasi asimetris). Umumnya pihak penjual yang memiliki 
informasi lebih banyak tentang produk dibandingkan pembeli, meski kondisi sebaliknya mungkin juga 
terjadi. 
Perkembangan Koperasi 

Perkembangan usaha koperasi merupakan suatu ukuran untuk menjadikan badan usaha besar 
dan maju. Begitu juga dengan badan usaha koperasi yang mempunyai tujuan untuk memenuhi 
kesejahteraan anggota dan mengembangkan usahanya. (Soedirman, 2006;5) 
Manajemen Modern dalam Good Corporate Governance (GCG)  

Sistem tata kelola organisasi perusahaan yang baik ini menuntut dibangunnya dan 
dijalankannya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (GCG) dalam proses manajerial perusahaan. 
Dengan mengenal prinsip prinsip yang berlaku secara universal ini diharapkan perusahaan dapat hidup 
secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi para stakeholdernya. (A.Chandra, 2017). 
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Tata Kelola (Corporate Governance) 
Tata kelola yang baik (good governance) maupun tata kelola perusahaan yang baik atau (good 

corporate governance), sebenarnya merupakan konsep dan instrumen umum sebagai langkah 
pembaharuan dalam sistem organisasi. (Cooperative, 2012). 
Telaah Riset Terdahulu 

Tony Soebidjono, Lilis Binawati dan Martinus Sony Erstiawan (2016) meneliti tentang analisis 
good corporate governance pada koperasi.  Tata kelola koperasi yang memiliki daya saing dalam 
pengembangan dan pelebaran usaha memiliki peran penting bagi koperasi, oleh sebab itu penilaian dan 
penerapan tata kelola Good Corporate Governance (GCG) diperlukan guna menghasilkan 
pengambilan keputusan oleh stakeholder dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Tri Budiyono dan Christina Maya Indah Susilowati (2017) meneliti tentang Tata Kelola 
Koperasi Di Salatiga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengelaborsi model tata kelola koperasi yang 
baik dalam lingkup kegiatan koperasi khususnya di Salatiga. Tatakelola Koperasi adalah kerangka kerja 
(framework) dalam bentuk peran (role), aturan (rule) dan pola keterhubungan (relationship) dari organ-
organ Koperasi beserta dengan turunannya dalam mengarahkan dan mengendalikan usaha, untuk 
mewujudkan maksud dan tujuan Koperasi. Good coorporative governance didorong dari dua sisi, yaitu 
etika dan peraturan 

Karlonta Nainggolan, Tohap Parulian, dan Ali Usman Siregar, (2016) Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengidentifikasi indikator membangun GCG, berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai 
koperasi. Belajar dari hasil analisis, dan pemahaman fakta lapangan selama penelitian, serta masukan 
dan rekomendasi yang diperoleh dari FGD, kami menyimpulkan bahwa untuk membangun GCG 
berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi, adalah melalui pendidikan dan pembangunan 
karakter semua pihak pemangku kepentingan. 

METODE PENELITIAN 
Adapun pendekatan yang digunakan adalah rancangan penelitian kualitatif, tipe dasain studi 

kasus yang dipakai oleh peneliti adalah desain multikasus terjalin. 
Informan dan Kehadiran Peneliti  
 Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik snowball sampling. Informan 
yang dipilih adalah informan yang terlibat langsung serta memahami keadaan yang diteliti dan dapat 
memberikan informasi yang valid atau topik penelitian.  
Prosedur Pengumpulan Data 
 Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan 
penelitian, hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, teknik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu Wawancara, Dokumentasi, dan Observasi. 
(Sugiyono,2011:317-321) 
Keabsahan Data  
 Pengujian keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan tehnik triangulasi. Triangulasi 
adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk 
keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data (Meleong, 2014:330).  
Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 
hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dipahami dan tentunya dapat 
diinformasikan kepada orang lain. (Sugiyono, 2011:244). 
 

Hasil Dan Pemabahasan 
Faktor Intern 

Partisipasi Anggota  
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Pada hasil wawancara dari informan A menyatakan bahwa koperasi dinilai dari ada 
anggotanya dan keberadaan anggota yang artinya anggotanya memiliki sebuah usaha atau tidak, 
yang anggota akan dinilai dari sisi partisipasinya terhadap koperasi. Kini partipasi anggota 
memiliki sebuah pengaruh pada perkembangan koperasi namun partisipasi anggota kini 
menjadi sebuah kendala pada tata kelola koperasi seperti yang di sampaikan oleh informan 
dalam bentuk wawancara yaitu menurut informan A1:  

Didalam wawancaranya informan A1 menyampaikan bahwa managemen keuangan 
sebuah lembaga koperasi terlihat maju dengan menilai partisipasi dari anggota. Ada pun 
informan C4 menyatakan bahwa:  

Informan C4 pun berkata lain mengenai partisipasi anggota tergantung dari pengurus 
yang mengatur jalannya sebuah usaha dan apapun bentuk organisasinya penguruslah yang 
memberikan arahan agar anggota memiliki peran aktif. Adapun yang terkait masalah anggota 
yang disampaikan oleh informan yaitu: 

Maksud dari informan C3 semua terlihat aktif dan bagus dan di nilai sangat luar biasa 
oleh dinas sebelum pengurus melanggar aturan yang telah disepakati sebelumnya. Namun 
informan A1 mengatakan bahwa pemahaman anggota akan dana-dana yang telah diperuntukan 
seperti dana sosial dana pengamatan dan dana hibahpun tidak dimengerti karna dari pengurs 
tidak menjelaskan kemana arah dana tersebut. Seperti yang disampaikan oleh informan selanjut 
yaitu: 

Penjelasan yang disampaikan oleh informan C4 menerangkan bahwa anggota akan 
terlihat aktif atau berpartisifasi tergantung dari pengurus yang memberikan sebuah intruksi 
yang jelas dan motivasi yang bagus untuk anggota. Partisipasi anggota kan terlihat jika ada 
suport dari pengurus dan pengawas. Informan C3 menyatakan: 

Informan menerangkan bahwa anggota-anggota koperasi rata-rata belum memiliki 
pemahaman yang luas mengenai pemilihan pengurus dan memiliki polotik sendiri untuk bisa 
menjadi pengurus. 
Pengurus dan Pengawas Koperasi 

Beberapa koperasipun memiliki kesamaan mengenai pengurus dan pengawas yang 
kurang memahami tugasnya seperti yang disampaikan oleh informan bahwa:  

Penjelasan dari informan B menyatakan koperasi memiliki kesamaan terkait dengan 
pengurus yang menjadi sebuah patokan maju mundurnya unit koperasi. Ada pun hasil 
wawancara mengenai pengurus dan pengawas yang dijelaskan oleh informan A yakni maksud 
dari penjelasan informan tugas pengurus dan pengawas harus benar-benar dipahami dan 
mengerti tugasnya agar modal yang dijalakannya tidak mengira sebuah untungnya saja.  

Pada hasil wawancara dengan informan A2 bahwa pengurus pengawas harus memiliki 
pemahaman untuk bidangnya dan mengawasi kegiatan anggota karena pada akhirnya pengurus 
pengawas akan memberitahukan hasil kegiatannya kepada anggota sebagai laporan 
pertanggungjawaban. Lanjut informan lain menjelaskan: 

Informan A1 menjelaskan tentang kepengurus yang jika tidak paham akan tugasnya 
akan tersa sulit untuk menjalankan tugas sebagai pungurus yang memberikan dampak terhadap 
perkembangan usahanya. Karena dari pengurus yang menjalankan dan membina memberikan 
arahan terhadap anggota untuk membangun dan mengembangkan perkoperasian. 

Maksud dari hasil wawancara dengan informan A1 tentang fungsi sebuah pengurus dan 
pengawasan yang seharusnya melaksanakan tugasnyanya sekali tiga bulan namun pengawas 
aktif dikala ada rapat anggota tahunan saja dan tidak melaksakan tugasnya dengan baik dan 
tertib. Adapun informan lain menyatakan bahwa: 

Karena sering terjadi pergantian pengurus yang menjadi suatu penyebab kendala 
perkembangan koperasi yang jauh merosot walaupun itu sebagai langkah atau alternatif untuk 
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majunya suatu usaha namun malah sebaliknya. Infroman C4 menerangkan tentang pergantian 
pengurus, yaitu ketikan mengikuti aturan negara atau pemerintahan yang telah membatasi 
periode pengurusan dan jika terlalu lama akan mudah mempermainkan data dan tidak jauh beda 
dari organisasi kenegaraan dan organisasi koperasi. Dari pada itu modalpun di permainkan agar 
bisa menjadi keuntungan yang sebesar-besarnya. 
Modal  

Pada penjelasan dari informan C3 bahwa modal bisa ditutupi dari pastisipasi anggota 
dan pengurus namun sumber daya manusia yang tidak memiliki pemahaman yang sama 
membuat usaha itu tidak berjalan dengan efektif. Komunikasi dan kekompakan untuk 
menjalankan sebuah unit usaha harus benar-benar saling mendukung. Kendala yang dihadapi 
oleh informan C3 ada pada komunikasi yang baik dan saling mendukung untuk kelanjutan unit 
usaha. Seperti yang disampaikan oleh informan C4, karena modal dikatakan sebagai kendala di 
koperasi, modal akan diputar ke anggota sedang perputarannya tersendat oleh anggota dalam 
bentuk pinjaman, dan modal yang besar pula akan menjadi malah jika tidak dibatasi bentuk 
pinjaman. Sedangkan informan A1 menyatakan bahwa maksud dari hasil wawancara tersebut 
koperasi hanya menyiapkan modal kecil tidak seperti bank yang menyiapkan dana besar, namun 
koperasi yang memiliki waktu jangka pendek dan anggota memiliki pinjaman juga dibank, 
karena hal tersebut perjanjian pelunasan tidak tersampaikan dan pada akhirnya akan mendaji 
sebuah kendala pada perputaran uang dikoperasi. Oleh sebab itu pemahaman dan tolerasi dari 
sumber daya manusia masih memiliki ego tinggi dan tidak memikirkan hal yang akan 
mengakibat sebuah lembaga akan menjalani kesulitan karena sifat dari sumber daya manusia 
tersebut. 
Sumber Daya Manusia 

Beberapa hal pokok yang menjadi kendala pada koperasi yaitu potensi, sumberdaya 
manusia dan modal. Lebih lajut informan A1 menerangkan bahwa seperti yang dijelaskan oleh 
informan A1 yang menjadi kendala yakni sumber daya manusia yang menjadi poin pokok, daya 
kepemilikan dan kemampuan sebagai pengurus dan pengawas. Dimana yang menjadi sorotan 
utama pada kendala tata kelola koperasi yaitu sumber daya manusia. Seperti yang disampaikan 
oleh informan C4 bahwa manageman pada sumber daya manusia harus di sertai dengan 
kejujuran agar aturan-aturan yang ada tidak mudah disimpangkan oleh pengurus. Informan B 
pun menerangkan, hanya modal kepercayaan dan sumber daya manusia yang kurang jujur pada 
akhirnya semua akan menjadi sebuah kendala pada perkembangan koperasi yang artinya 
sumber daya manusia yang tidak jujur dan konsisten terhadap perjanjian yang telah 
disepakatinya.  

Peraturan lain yang digunakan oleh informan C3 yang menyatakan tentang aturan yang 
digunakan oleh informan agar realisasi dilakukan didalam kantor untuk mengatasi ketidak 
jujuran anggota atau nasabah dan kepercayaan tidak hilang begitu saja. Informan C4 pun 
menyampaikan kejujuran yang dibawa dari sumber daya manusia tersebut akan memberikan 
dampak yang baik karena managemen akan kuat dan faktor kendala dari modal dan partisipasi 
anggota mudah teratasi. 
Tempat atau kantor yang kurang efektif 

Namun sebagian koperasi masih mengontrak tempat atau kantor yang belum jelas. 
Informan A1 menyatakan bahwa kantornya di perumahan yang disewakan dan itu juga 
termasuk dari kendala sebuah usaha perkoperasian. Informan lain juga menerangkan bahwa 
informan A menerangkan tentang syarat sebuah organisasi koperasi dikatakan sehat dan maju 
terlihat dari tempat atau kantor dan pelang nama koperasi, struktur organisasi, melaporkan 
Rapat Anggota Tahunan setiap tahunnya, anggotanya jelas dan pengurusnya dari anggota dan 
memahami mengenai perkoperasian. 
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Pemahaman dan pendidikan 
Seperti yang dikatakan informan B pendidikan belum begitu meluas dan masih 

mengandalakan pengalaman kerja di koperasi lain dan mengadopsi sistem koperasi yang pernah 
di jalaninya. Sedangkan laporan keuangannya yang disusun hanya mengikuti apa yang pernah 
menjadi pengalaman kerjanya. Pada hasil wawancara bersama C4 yang menyatakan penilaian 
koperasi di lihat dari ke aktifan pada Rapat Anggota Tahunan yang telah diberikan batas pada 
bulan April dan terkadang koperasi yang di nilai sehatpun masih dibuatkan laporan oleh orang. 
Sangat jelas bahwa pemahaman dan pendidikannya masih belum mampu menguasai apa yang 
harus menjadi kewajiban pada pendirian koperasi dan pembukuan pada laporan keuangan 
masih mengharapkan akan jasa orang lain. Seperti yang di terangkan oleh informan A1 bahwa 
kebanyakan pengurus koperasi belum bisa menerbitkan laporan keuangan dan masih mencari 
orang lain diluar pegawai atau karyawan untuk untuk menyusun laporan keuangan.  

Faktor Extern 
Peran Orang Dinas  

 Seperti yang disampaikan oleh informan A2 yaitu dari beberapa koperasi yang 
telah menyepakati apa yang menjadi unit usaha yang dijalankannya dan dinaspun bukan berarti 
lepas begitu saja namun melihat dari regulasi koperasi itu sendiri. Sedangkan informan C3 
menerangkan tentang pembinaan dari dinas koperasi setidak ada peran untuk koperasi yang 
memiliki masalah internal namun semua itu dinas hanya mampu memberikan saran dan tidak 
ada wewenang terhadap koperasi untuk lebih ke internal koperasi karena semua kekuasaan ada 
pada anggota koperasi itu sendiri.  

Informan C4 mengatakan bahwa peran dinas hanya datang ketika ada rapat tahunan, 
terkait dengan masalah yang dihadapi koperasi itu akan di benahi dan memberikan sebatas 
saran saja. Sedangkan informan A2 menyatakan bahwa ketika ada anggota keberatan baru kemi 
bertidak sesuai dengan apa yang seharus menjadi sangsi, namun ketika ditanya anggota hanya 
berkata kami baik baik saja dan tidak ada yang keberatan dengan apa yang menjadi permasalah 
di dalam internal koperasi tersebut. Bahwa kredit macetpun hanya anggota tidak pernah 
menjadikannya sebagai permasalahan. 
1. Kredit Macet dan Otonomi Daerah 

Seperti yang disampaikan oleh informan A2 terkait dengan bank dan otonomi daerah 
yang membuat kesulitan untuk menagih nasabah setelah mutasi dan kerjasama antar bank dan 
koperasi kini belum terlihat, oleh sebab itu koperasi mengalami kesulitan untuk menagih ketika 
mutasi. Kejadian pada hasil wawancara tersebut kini mengakibatkan terjadinya kredit macet. 
Informan A menerangkan bahwa banyak mengendapnya kredit mempengaruhi perputaran uang 
pada pinjaman koperasi. Oleh sebab itu anggota lain mengalami kendala pinjaman dan 
colebnya koperasi karena faktor kredit macet, seperti yang disampaikan oleh informan C4 
menyatakan bahwa rata-rata kehancuran koperasi bermuara dari kredit macet, sesungguhnya 
jika mengikuti aturan pada saat Rapat Anggota Tahunan yang telah memberikan batas pinjaman 
namun pelanggaran tersebut tidak ditaati. 

Upaya Membangun Tata Kelola Koperasi 
Beberapa sub sub untuk upaya membangun tata kelola koperasi itu sendiri dari berbagai 

hasil yang di bahas oleh informan B yaitu pentingnya seorang menager yang mengatur dan 
bertanggungjawab terhadap kinerja karyawan atau Petugas Lapangan, manager pun telah diberikan 
kekuasaan dan kepercayaan terhadap kemampuan untuk mengatur dan mengembangkan usaha. 
Adapun upaya yang dilakukan untuk mengelola koperasi seperti yang katakan informan B bahwa 
tidak ada kesulitan yang diberikan oleh nasabah atau anggota tidak seperti di bank yang 
memeberikan banyak persyaratan karena sudah ada yang dinamakan simpanan pokok dan 
simpanan wajib bagi anggota yang sebagai pengaman adapun pengaman yang lain yakni sebuah 
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jaminan seperti sertifikat tanah atau BPKB sepeda motor jika agunan diatas lima samapi sepuluh 
juta. 

Pelatihan – Pelatihan 
Seperti yang dikatakan oleh informan B bahwa dari setiap ada pelatihan otomatis akan ada 

tambahan pengetahuan dari kelalaian managemen bisa terpenuhi untuk mengontrol dan setiap ada 
permasalahan akan bisa teratasi dari hasil pelatihan-pelatihan yang diikuti terkecuali ada pristiwa 
lainnya sperti COVID 19. Sedangan informan A1 menyatakan bahwa dinas mengundang satu 
angkatan untuk memeberikan bimbingan teknis dan pelatihan untuk memberikan arahan ke 
masing-masing koperasi. Keterangan yang didapatkan dari infroman B menerangkan bahwa 
prinsipnya selalu ingin belajar dan dibimbing karena sempat mendekati yang namanya coleb karena 
kesalahan dari managemen.  

Membina dan mengelola koperasi   
Managemen perencanaan yang kuat yaitu mampu mengatur segala aspek baik dari 

permodalan, keuanganan dan sumber daya manuasia yang memadai. Berdasarkan informasi yang 
didapatkan oleh peneliti pada informan bahwa upaya yang dilakukan oleh para pelaku untuk 
membangun tata kelola koperasi seperti yang informan B yaitu dari dunia pendidikan akan 
dipadukan dengan dunia nyata pada praktik namun ada juga memiliki kelemahan dari sisi 
managemenya dan memerlukan banyak inovasi baru. Jadi setiap koperasi harus memiliki beberapa 
inovasi baru agar tetap terlihat exis dan aktif oleh para anggota.  

Informan C4 menerangkan bahwa terkait dengan pengelolaan koperasi sudah memeiliki 
rambu-rambu atau aturan dan azas dari koperasi. Informan B menyatakan bahwa pengelolaan 
koperasi yang dilaksnakan mulai dari hal yang kecil yakni ke ihlasan kemudian melakukan kontrol 
kepada karyawan terhadap pekerjaan atau tugas. Lebih lanjut informan B memberikan penjelasan 
mengenai pengelolaan yakni pengelolaan akan terlaksanakan mulai dari manager samapi karyawan 
yang dimana managemen keuangan, managemen melayani anggota  sehingga para anggota tidak 
mengalami rasa bosa dan selalu merasa nyaman terhadap pelayanan koperasi, dengan begitu akan 
terjadi timbal balik yang baik dari pengurus dengan anggota yang tidak dipersulit oleh pengurus 
koperasi tersebut. 

 
PENUTUP 

Kesimpulan 
Berdasarkan konsep dan teori yang telah digunkana pada proses analisis dan penyajian data, 

maka ditemukan simpulan yang menjadi jawaban pada rumusan masalah bagaimana membangun 
tata kelalo koperasi di Kabupaten Lombok Timur yaitu pada dasarnya koperasi yang dibutuhkan 
yaitu potensi, sumber daya manusia (managemen), kejujuran dan modal. Tata kelola yang di hadapi 
banyak hal seperti permodalan, sumber daya manusia, pengurus manageman dan partisipasi 
anggota, transparansi dalam mengalokasikan dana dan hasil usaha tidak banyak diketahui atau 
informasi yang didapat oleh anggota dan pemerintah karena anggota tidak terlalu banyak yang 
paham akan perkoperasi bahkan wawasan para anggota untuk memberikan inovasi dan 
berpastisipasi untuk membangun koperasi masih kurangnya pengetahuan dan pemahannya. Oleh 
sebab itu para pengurus dan pengawas yang lebih mengetahui perkembangan koperasi itu jarang 
memberikan hasil yang sebenarnya. 

Akuntabilitas hanya diartikan dengan selembar kertas laporan pertanggungjawaban hasil dalam 
satu tahun yang diadakan pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai prosedur yang bersifat 
formalitas yang harus dilewati untuk memenuhi syarat sebuah lembaga agar tetap terdaftar sebagai 
usaha perkoperasian di pemerintah yang sebagai pertanggungjawaban dari berbagai aspek hukum, 
administrasi maupun moral. Selain itu perlu dihayati bahwa pada hakikatnya laporan 
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pertanggungjawaban adalah pemenuhan tanggung jawab kepada anggota dan pemerintah untuk 
kepentingan usaha perkoperasian. 

Sedangkan faktor kendala dari tata kelola koperasi yakni di kepengurusan yang ada dikoperasi 
itu sendiri, karena kepengurusan atau managemen salah satu faktor utama yang menjadi suatu 
kendala tata kelola koperasi untuk sebuah perkembangannya. Anggota, pengurus dan pengawas, 
kejujuran dan pemahaman adalah kunci dari sebuah organisasi koperasi untuk bisa menjadi 
koperasi yang berkembang dengan baik. 

Penerapan prinsip good governance untuk menciptakan koperasi yang maju dan berkembang 
yang mengedepankan asas tansparansi, akuntabilitas, responsibiliti, independensi dan kewajaran 
pada perkembangan koperasi di Kabupaten Lombok Timur pada kenyataannya belum sepenuhnya 
bisa diterapkan, karena dari sisi faktor yang menjadi kendala untuk tata kelola koperasi. Terjadinya 
penyimpangan kewewenangan yang dilakukan oleh beberapa pengurus dan pengawas bahkan 
anggota yang tidak mau menyetor dan pada intinya pengaturan managemen agar tidak terjadi 
penyelewengan yang tidak sesuai dengan teori stewardship sebagaimana untuk menjaga sebuah 
kepercayaan dari pemerintah dan anggota kepada managemen untuk mengelola dana koperasi yang 
sesuai dengan amanah yang diberikan juga mempunyai tanggung jawab penuh terhadap 
pengelolaan dana yang telah dikumpulkan. 

Keterbatasan Dan Saran Penelitian Selanjutnya 
Keterbatasan Penelitian 

Pada saat pelaksanaan penelitian beberapa orang karyawan dan kepala bidang enggan untuk 
ditemui karena kesibukan, dan tidak bisa dilayani untuk wawancara. Untuk itu peneliti mencari 
informan lain dengan kriteria yang sama dan mengetahui pengelola koperasi sehingga mengurangi 
hasil temuan penelitian.  

Pada saat perekaman tidak terlalu jelas karena alat perekam yang disembuyikan seharus ada 
pada dekat informan biar suara yang direkam terdengar jelas tidak samar dan kondisi karyawan 
yang ramai membuat hasil dan suara informan tidak terlalu jelas 
Saran Penelitian  

Kunci utama untuk melakukan atau menjalankan sebuah organisasi ada pada kekujuran dan 
disiplin agar tercipta kinerja yang efektiv dan efisien, dan informasi yang lebih jelas terletak pada 
ketuan koperasi yang paling lama dan anggota koperasi agar hasil lebih memuaskan untuk meneliti 
terkait dengan tata kelola koperasi, namun tidak semua koperasi peneliti menjumpai ketua dan 
anggota. 

 Pada penelitian selanjutnya mengenai penelitian tata kelola koperasi lokasi dimanapun agar 
hasil lebih memuaskan harus lebih difokuskan ke kepala bidang koperasi dan anggota atau non 
anggota, karena semua permasalahan ada pada komplek koperasi itu saja. Pada saat perekaman 
informan harus benar-benar di posisikan pada tempat yang tepat agar hasil wawancara dengan 
informan terdengar jelas untuk setiap kalimat yang disampaikan.  
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